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KATA PENGANTAR

Seiring dengan berubahnya nama Pusat Penelitian menjadi Pusat Analisis Keparlemenan, maka Jurnal
Ekonomi dan Kebijakan Publik (Jurnal EKP) saat ini berada di bawah manajemen para Analis Legislatif pada Pusat
Analisis Keparlemenan (PUSAKA). Namun, sistem pengelolaan dan proses seleksi naskah jurnal tidak mengalami
perubahan. Artinya, secara substansi kualitas tulisan diharapkan terus menjadi lebih baik, seiring dengan penguatan
dukungan Analis Legislatif kepada DPR RI.

Jurnal EKP edisi Juni 2023 masih tetap menyapa para pembaca termasuk Anggota DPR Rl dan pemerhati
masalah ekonomi dan kebijakan publik lainnya dengan berbagai topik tulisan. Pada edisi kali ini, terdapat 7 tulisan
yang telah diseleksi secara cermat oleh Tim Redaksi dengan dukungan minimal 2 (dua) Mitra Bestari untuk setiap
tulisannya. Mitra Bestari baik akademisi maupun praktisi, tentunya memiliki kompetensi keilmuan yang sesuai di
bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Topik tulisan pertama adalah mengenai “Determinan Realisasi PMDN di Indonesia: Estimasi Panel Dinamis”,
oleh Vita KS dan Yozi AR. Kedua penulis menyimpulkan bahwa strategi kebijakan investasi diperlukan untuk
mendorong produktivitas sektor produktif di daerah provinsi. Pusat dan provinsi juga diminta untuk terus
meningkatkan koordinasi agar alokasi PMDN benar-benar efisien untuk sektor-sektor unggulan daerah.

Tulisan kedua membahas mengenai “Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Ketimpangan Gender
di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel” oleh Sifa R dan Hardius U. Tulisan ini menyimpulkan
rasio angka partisipasi kasar perempuan terhadap laki-laki di jenjang perguruan tinggi signifikan menurunkan
ketimpangan pendapatan dan rasio angka partisipasi murni perempuan terhadap laki-laki di jenjang SMP signifikan
meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Kemudian topik ketiga ditulis oleh Fajri R dan Khoirunurrofik tentang “Akuntabilitas dan Kondisi Keuangan
Daerah Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat”. Disimpulkan bahwa kebijakan transfer dana ke
daerah otonomi khusus perlu dibenahi khususnya terhadap penggunaan atau pemanfaatan DAK oleh daerah yang
belum memperoleh WTP atas hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK RI.

Tulisan keempat ditulis oleh Ari M.Ginting dengan judul “The Role of Special Autonomy Fund to Improve the
Public Service in the Papua Province”. Penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa syarat Pemprov.Papua untuk
menggunakan DOK tersebut, yakni partisipasi masyarakat dalam menentukan dan mengawasi penggunaan DOK,
akuntabilitas pemprov dalam menggunakan DOK, dan pemerintah pusat hartus dapat memastikan bahwa DOK
dialokasikan untuk pelayanan publik seperti sektor Kesehatan dan Pendidikan.

Sedangkan tulisan kelima adalah mengenai “Dampak Ketergantungan Sosial-Ekonomi Desa Terhadap Luasan
Hutan mangrove di Indonesia” ditulis oleh Itfan dan Widyono S. PKedfua penulis menjelaskan bahwa masyarakat
yang menggantungkan hidupnya pada hutan, termasuk hutan mangrove memberikan dampak negative terhadap
ekosistem hutan mangrove. Desa-desa yang wilayahnya sangat berdekatan dengan hutan menggrove atau di sekitar
hutan mangrove memiliki ketergantungan tinggi terhadap hutan tersebut. Dampak negatifnya adalah luasan hutan
menggrove cenderung semkian sedikit/kecil.

Tulisan selanjutnya adalah tentang “Analisis Tingkat Kriminalitas yang mengancam Industri Mikro dan Kecil”,
yang ditulis oleh Agung R dan MI.Hasmarini. Kedua penulis menjelaskan bahwa semua model menggambarkan
IMK terancam karena tingkat kriminalitas dari tenaga kerja di IMK dan di masyarakat umum yang mempengaruhi
kinerja IMK tersebut.

Sedangkan tulisan terakhir adalah berjudul “Peningkatan Kemiskinan Perkotaan, Suburban dan Pedesaan pada
Awal Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kendal” oleh Rasyid Widada,dkk. Disimpulkan bahawa Pandemi Covid-19
juga meningkatkan kemsikinan di Kabupaten Kendal. Hal ini lebih khusus lagi terjadi pada wilayah perkotaan yang
dampaknya lebih besar dibandingkan dengan di pedesaan. Isu-isu kemiskinan lebih banyak terjadi di wilayah sub-
urban dan cenderung bersifat mengelompok terutama pada rumah tangga miskin di Kabupaten Kendal.

Dengan terbitnya Jurnal EKP edisi Juni 2023 dengan berbagai topik yang dibahas, kiranya jurnal ini dapat
memberikan pengetahuan dan informasi baru dan penting bagi semua pembaca, khususnya bagi Anggota DPR

PENGANTAR | v



RI. Selain itu, tulisan-tulisan pada Jurnal EKP semoga dapat memberikan sumbangsih bagi proses pengambilan
keputusan baik bersifat lokal maupun nasional.

Sebagai akhir kata, Redaksi Jurnal EKP mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berupaya
menyumbangkan pemikiran yang terbaik, dan juga kepada para mitra bestari yang juga memberikan masukan dan
pendapat atas substansi dari seluruh tulisan yang diseleksi.

Sekian dan Terima kasih. Selamat membaca.

Jakarta, Desember 2023
Redaksi
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Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Danar Agus Susanto, Muhammmad Haekal Habiebie dan Budhy Basuki (Pusat Riset dan Pengembangan SDM
- Badan Standardisasi Nasional)

PERAN PENERAPAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DALAM PENINGKATAN KINERJA
PERUSAHAAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 93-106

Abstrak

Salah satu tujuan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) adalah meningkatkan kepastian,
kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan jasa antarnegara dalam kerangka perdagangan
internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penerapan SPK dalam perdagangan
internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
eksploratif untuk memaparkan dan mendeskripsikan permasalahan, peran SPK dalam perdagangan
internasional Indonesia. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode survei langsung
ke 42 perusahaan yang menerapkan standar dan melakukan ekspor dengan alat bantu kuesioner. Berdasarkan
hasil penelitian, seluruh responden menerapkan standar sebagai pemenuhan persyaratan pembeli dan regulasi,
jaminan kualitas, dan peningkatan daya saing produk. Pengujian produk yang dilakukan di laboratorium yang
diakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) memberikan kepercayaan dan saling pengakuan atas hasil
pengujian antarnegara. Kalibrasi yang dilakukan ke laboratorium kalibrasi yang diakreditasi KAN memberikan
hasil pengukuran alat yang tertelusur pada tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini merekomendasikan
disusun kebijakan pemerintah untuk meningkatkan saling pengakuan dan keberterimaan antarnegara atas
kegiatan SPK yang telah dilakukan.

Kata kunci: penerapan standar, standardisasi, penilaian kesesuaian, perdagangan internasional
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Rudy Voller dan Fithra Faisal Hastiadi (Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan, Universitas
Indonesia)

ANALISIS EKSPOR BATU BARA INDONESIA PADA KAWASAN
RCEP JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 107-117

Abstrak

Di era kesadaran terhadap energi terbarukan atau green energy, ternyata masih relevan untuk membahas
energi fosil. Salah satu energi fosil yang konsumsinya meningkat sejak revolusi industri adalah batu bara.
Alasannya adalah karena belum tersedianya sumber energi terbarukan dengan biaya yang terjangkau membuat
batu bara sebagai komoditas yang diperdagangkan masih menjadi pilihan utama bagi sejumlah negara untuk
memenuhi kebutuhan energinya khususnya untuk pembangkit listrik. Pada tahun 2019 Indonesia menempati
posisi pertama sebagai eksportir batu bara terbesar dunia, dimana sebagian besar ekspor batu bara Indonesia
ditujukan ke kawasan Asia. Terwujudnya Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)
diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian di kawasan Asia dan mendorong
pertumbuhan konsumsi energi khususnya batu bara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ekspor batu
bara Indonesia pada kawasan RCEP dengan menggunakan Model Gravity yang diestimasi dengan teknik Poisson
Pseudo Maximum Likelihood (PPML. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel listrik yang dihasilkan dari batu
bara bagi negara eksportir memiliki nilai yang negatif dan signifikan sedangkan listrik yang dihasilkan dari batu
bara bagi negara importir memiliki nilai yang positif dan signifikan terhadap ekspor batu bara Indonesia. Hasil
estimasi yang serupa juga didapatkan baik dengan atau tanpa bergabungnya India ke dalam RCEP.

Kata kunci: energi, batu bara, Model Gravity, PPML, RCEP

Lestari Agusalim (Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi) dan Tanti Novianti (Fakultas
Ekonomi dan Manajemen, IPB University)

PEMBUKTIAN EMPIRIS TEORI UPAH EFISIENSI DI INDONESIA
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 119-132

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah teori upah efisiensi berlaku di Indonesia menggunakan
analisis data panel yang terdiri atas 33 provinsi dalam kurun waktu sembilan tahun (2010-2018). Teori tersebut
menyatakan bahwa kenaikan upah akan meningkatkan produktivitas pekerja. Hasil penelitian ini mengonfirmasi
teori upah efisiensi secara empiris terbukti terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Upah nominal
memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan upah riil dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap
produktivitas tenaga kerja. Kenaikan upah perempuan berpengaruh lebih signifikan terhadap produktivitas
tenaga kerja dibandingkan laki-laki. Namun, apabila kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan
melebar makan akan menurunkan produktivitas tenaga kerja secara agregat sehingga menciptakan inefisiensi
di pasar tenaga kerja dan mengurangi daya saing tenaga kerja Indonesia. Secara kewilayahan, peningkatan
upah di perkotaan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi tidak berlaku untuk wilayah pedesaan.
Lebar kesenjangan upah antara kota dan desa dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, namun dapat
pula memperluas ketimpangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk
merumuskan kebijakan upah yang mendukung kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja tanpa diskriminasi
gender atau wilayah. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu mengeluarkan undang-undang perlindungan hak-
hak perempuan secara komprehensif. Pemerintah bersama DPR dapat menyediakan pelatihan tenaga kerja di
pedesaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Kata kunci: teori upah efisiensi, upah, produktivitas, tenaga kerja, kesenjangan upah
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Ema Tusianti (Badan Pusat Statistik) dan Tiodom Hadumaon Siagian (Politeknik Statistika STISI)

TINGKAT AKURASI PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PADA RUMAH TANGGA PERTANIAN DI
INDONESIA
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 133-144

Abstrak

Mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pengentasan
kemiskinan utamanya dapat difokuskan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Penelitian ini bertujuan
menganalisis ketepatan penerima program perlindungan sosial pada RTP berdasarkan data Survei Sosial
Ekonomi Nasional 2021. Dalam penelitian ini kemiskinan diukur dengan pendekatan multidimensi. Ketepatan
pemberian bantuan dilihat dari sebaran data penerima perlindungan sosial dan dihitung dari matriks konfusi.
Hasil penelitian menemukan bahwa persentase RTP sangat miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan
rutin dan tidak rutin pemerintah daerah (pemda), masing-masing kurang dari 30 persen. Temuan mengejutkan
adalah banyak RTP tidak miskin menerima program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan non rutin
pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen. Tingkat akurasi
penerima perlindungan sosial bervariasi, namun paling rendah adalah pada distribusi BPNT, yaitu sebesar 76
persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial pada RTP lebih rendah dari penerima bantuan rumah
tangga keseluruhan. Dengan lebih banyaknya RTP yang tinggal di pedesaan, hal tersebut memperkuat dugaan
ketidakakuratan penerima perlindungan sosial di pedesaan.

Kata kunci: rumah tangga pertanian, bansos, kemiskinan multidimensi, tingkat akurasi

Candra Kurniawan (Politeknik Statistika STIS) dan Ardi Adji (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) dan Peneliti di Badan Pusat Statistik (BPS))

DAMPAK PROGRAM BANTUAN PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA DI MASA
PANDEMI COVID-19
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 145-159

Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah merespon
melalui program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga
mampu menjaga ketahanan usaha. Hal ini karena kontribusi dari usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap
Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,51 persen dengan kontribusi terbesar dari usaha
mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak program BPUM terhadap konsumsi rumah tangga
usaha mikro di Indonesia menggunakan analisis Propensity Score Matching (PSM) berdasarkan data Susenas
Maret 2021 dari BPS. Hasil temuan menunjukkan program BPUM secara umum belum efektif memberikan
dampak terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro. Akan tetapi program BPUM efektif memberikan dampak
terhadap konsumsi rumah tangga usaha mikro pada kategori sangat miskin karena mampu meningkatkan
pengeluaran per kapita rumah tangga walaupun masih belum dapat mengeluarkannya dari kemiskinan.
Penelitian ini menyarankan perlunya ketepatan penargetan program BPUM pada rumah tangga usaha mikro
sangat miskin dan diberikan dengan jumlah bantuan yang lebih besar, agar dapat mengeluarkan rumah tangga
pelaku usaha mikro dari kemiskinan.

Kata kunci: BPUM, PSM, usaha mikro, konsumsi rumah tangga, kemiskinan
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Mentari Wahyuningsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UniversitasTrisakti) dan Samuel Fery Purba (Pusat Riset Ekonomi
Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN))

PENGARUH DANA PERIMBANGAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI PROVINSI
JAWA BARAT
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 161-170

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengubah postur APBN tahun 2020 pada masa Covid-19, direncanakan Anggaran
Pengeluaran Negara yang semula Rp2.540,4T meningkat menjadi Rp2.613,8T, termasuk tambahan belanja
untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp255.110T. APBN sebelumnya diperkirakan Rp2.233T mengalami
penurunan menjadi Rp1.760T. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh DAU, Dana DBH, Dana Alokasi
Operasional Pendidikan (DAOP), Dana Alokasi Operasional Kesehatan (DAOK) dan Dana Desa (DD) terhadap
PDRB per kapita kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data
panel, karena data penelitian yang terdiri dari gabungan data data time series dan cross section, dimana data
penelitian menggunakan tahun 2018-2021 dan data cross-sectional yaitu pada 16 kabupaten di Provinsi Jawa
Barat. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari DJPK, Kementerian Keuangan dan
BPS Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DBH, DAOK dan DD berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, DAU dan DAOP tidak berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini dipengaruhi Covid-19 yang telah mengubah postur anggaran pendapatan
dan pengeluaran pada APBN dan APBD Jawa Barat 2020. Beberapa dana alokasi termasuk DAU dialihkan ke
dana DAOK untuk penanganan Covid-19, supaya penyebaran virus tersebut tidak meningkat dan terkendali.
Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, pertumbuhan ekonomi, Covid-19

Agustari Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Azis Muslim (Dosen Studi Islam,
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

MEMINIMALISASI KONFLIK LINGKUNGAN AKIBAT OFFSHORE TIN MINING (STUDI TERHADAP
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RZWP3K DI BANGKA BELITUNG)
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 171-190

Abstrak

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah merumuskan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah (perda) Nomor 3 Tahun 2020, yang disahkan dalam
Sidang Paripurna DPRD Bangka Belitung. Namun implikasi perda tersebut sampai saat ini belum cukup untuk
meminimalisir konflik lingkungan akibat offshore tin mining. Tulisan ini akan menganalisis implementasi kebijakan
Perda RZWP3K dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan sosio-legal
research untuk mengintegrasikan penerapan Perda RZWP3K dengan kondisi lapangan. Tulisan ini menggunakan
sumber data primer dari observasi langsung dan data sekunder melalui studi literatur. Tulisan ini tidak hanya
menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, tetapi juga mengelaborasi reaksi dari para pemangku
kebijakan. Pro dan kontra perumusan Perda RZWP3K dalam hal zonasi pertambangan timah di wilayah pesisir
laut, implikasi ekonomi, dan dampak sosial-ekologis. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah
berupaya mengatur pemanfaatan sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui tiga
tahapan, yaitu tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan monitoring. Zonasi terbagi menjadi empat kawasan dengan
masing-masing wilayah memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor
yang menghambat implementasi perda, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Kata kunci: konflik, lingkungan, offshore tin mining, RZWP3K
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Rahmad Budiaji (Setjen DPR RI), Reza Pirgianta Ginting (Pemerintah Kota Binjailf] dfan Asropi
(Politeknik STIA LAN, Jakarta)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN CAPAIAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 191-201

Abstrak

Pengukuran indeks profesionalitas pegawai negeri merupakan bagian penting dari usaha untuk memperbaiki
birokrasi dan sumber daya manusia. Artikel ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan dan
capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI). Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa IP ASN di Setjen DPR RI pada tahun 2022 termasuk dalam kategori rendah. Capaian ini
disebabkan oleh ketidakmampuan dalam tiga dari empat dimensi IP ASN, yaitu kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja. Dimensi disiplin sudah cukup mendekati hasil yang optimal. Artikel ini juga menganalisis implementasi
kebijakan pengukuran IP ASN dengan menggunakan model yang mempertimbangkan aspek konten dan konteks
kebijakan. Masih rendahnya pencapaian IP ASN di Setjen DPR RI dari segi konten kebijakan disebabkan oleh
kurangnya dukungan dalam hal sumber daya dan perencanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kualifikasi
dan kompetensi pegawai. Dari segi konteks kebijakan, diperlukan respons Setjen DPR Rl yang lebih cepat,
sistematis, profesional, dan modern dalam rangka mendukung visi DPR RI.

Kata kunci: aparatur sipil negara, implementasi kebijakan, indeks profesionalitas ASN
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Danar Agus Susanto, Muhammmad Haekal Habiebie dan Budhy Basuki (Pusat Riset dan Pengembangan SDM
- Badan Standardisasi Nasional)

THE ROLE OF IMPLEMENTING STANDARDIZATION AND CONFORMITY ASSESSMENT IN INCREASING
COMPANY PERFORMANCE IN INTERNATIONAL TRADE
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 93-106

Abstract

One of the objectives of implementing standardization and conformity assessment (SCA) activities is to increase
the certainty, smoothness, and efficiency of trade in goods and services between countries within the framework
of international trade. The purpose of this study is to determine the role of applying standard and conformity
assessment in international trade. The research method used in this study uses a descriptive exploratory approach
to describe the role of implementation of standard and conformity assessment in international trade of Indonesia.
Primary data collection in this study uses a direct survey method to 42 companies that implement standards and
export with a questionnaire tool. Based on the results of the study, all respondents applied standards as meeting
buyer requirements and regulations, quality assurance, and enhancing product competitiveness. Product testing
carried out in laboratories accredited by the National Accreditation Committee (KAN) provides trust and mutual
recognition of test results between countries. Calibration conducted to a calibration laboratory that is accredited
by KAN provides measurement results of traceable tools at national and international levels. This research
recommends that government policies be developed to increase mutual recognition and acceptance between
countries for SCA activities that have been carried out.

Keywords: implementation of standards, standardization, conformity assessment, international trade

Rudy Voller dan Fithra Faisal Hastiadi (Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan, Universitas
Indonesia)

ANALYSIS OF INDONESIAN COAL EXPORTS IN THE RCEP AREA
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 107-117

Abstract

In the era of green energy, it is still relevant to discuss fossil energy. One of the fossil energies which consumption
has increased since the industrial revolution is coal. The reason is that there is no available renewable energy
source at an affordable cost, making coal as a traded commaodity still the main choice for a number of countries
to meet their energy needs, especially for power generation. In 2019, Indonesia took the first position as the
world’s largest coal exporter where most of Indonesia’s coal exports were directed to the Asian region. Regional
Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) is expected to have an impact on improving the
economy in the Asian region and encourage the growth of energy consumption, especially coal. This research
aims to analyze Indonesian coal exports in the RCEP area using the Gravity Model which is estimated using
the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML) technique. The estimation results show that the electricity
generated from coal for exporting countries has a negative and significant value, while electricity generated
from coal for importing countries has a positive and significant value for coal exports. Similar estimation results
were obtained either with or without India joining the RCEP.

Keywords: energy, coal, Gravity Model, PPML, RCEP
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Lestari Agusalim (Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi) dan Tanti Novianti (Fakultas
Ekonomi dan Manajemen, IPB University)

EMPIRICAL PROOF OF EFFICIENCY WAGE THEORY IN INDONESIA
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 119-132

Abstract

This study aims to prove whether the efficiency wage theory applies in Indonesia using panel data analysis
consisting of 33 provinces over a nine-year period (2010-2018). The theory posits that wage increases enhance
worker productivity. The empirical findings confirm the validity of the efficiency wage theory in Indonesia,
particularly in urban areas. Nominal wages have a larger positive impact on labor productivity compared to
real wages and provincial minimum wages (PMW). An increase in women’s wages significantly influences labor
productivity more than male wages. However, ifthe wage gap between males and womens widens, it can decrease
aggregate labor productivity, leading to inefficiencies in the labor market and reducing the competitiveness
of Indonesian workers. Geographically, wage increases in urban areas boost labor productivity, but this effect
is not applicable to rural areas. The widening wage gap between urban and rural areas can increase labor
productivity but may also widen development disparities between regions. Therefore, it is recommended that
the government formulate wage policies supporting the welfare and productivity of workers without gender or
regional discrimination. The People’s Representative Council (DPR) should enact comprehensive laws protecting
women'’s rights. The government, in collaboration with the legislature, can provide workforce training in rural
areas to enhance knowledge and skills.

Keywords: efficiency wage theory, wages, productivity, labor, wages gap

Ema Tusianti (Badan Pusat Statistik) dan Tiodom Hadumaon Siagian (Politeknik Statistika STISI)

ACCURACY RATE OF SOCIAL PROTECTION PROGRAM BENEFICIARIES IN AGRICULTURE HOUSEHOLDS
IN INDONESIA
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 133-144

Abstract

The majority of poor households in Indonesia depend on agriculture for their livelihoods. Poverty alleviation
can be focused on agricultural households (RTPs). This study aims to analyze the accuracy of social protection
program beneficiaries for poor RTPs based on 2021 National Socio-Economic Survey. Poverty is measured by the
multidimensional approach. The accuracy is measured by distribution of beneficiaries and counted by a confusion
matrix. The results found that the percentage of severely poor RTPs receiving Prosperous Family Cards (KKS),
Family Hope Program (PKH), or Non-Cash Food Assistance (BPNT), routine and non-routine local government is
only less than 30 percent, respectively. Surprisingly, it is also found that many non-poor RTPs received the KKS,
PKH, BPNT, routine and non-routine local government aid, by 15 percent, 18 percent, 23 percent, 7 percent, and
16 percent respectively. The accuracy rate of social protection program beneficiaries is varied, but the lowest
rate is the BPNT beneficiaries, namely 76 percent. The accuracy rate of social protection program distribution
tended to be lower for RTP than the total households, indicating a case of inaccuracy distribution in rural areas.
Keywords: agricultural households, social protection program, multidimensional poverty, accuracy rate
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Candra Kurniawan (Politeknik Statistika STIS) dan Ardi Adji (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (TNP2K) dan Peneliti di Badan Pusat Statistik (BPS))

THE IMPACT OF FINANCIAL ASSISTANCE FOR MICRO ENTERPRISES ON HOUSEHOLD EXPENDITURE
DURING THE COVID-19 PANDEMIC
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 145-159

Abstract

The Covid-19 pandemic has had an impact on the sustainability of micro, small and medium enterprises.
The government responded through the Micro Enterprises Actor Assistance (BPUM) program to increase
household consumption so that it can maintain business resilience. This is because the contribution of micro,
small and medium enterprises to Indonesia’s Gross Domestic Product (GDP) reaches 60.51 percent with the
largest contribution from micro-enterprises. This study aimed to evaluate the impact of BPUM program on the
consumption of micro-enterprises households in Indonesia using Propensity Score Matching (PSM) analysis
based on Susenas Maret 2021 data from BPS. The findings showed that BPUM program in general have not
been effective in having an impact on micro-enterprises household consumption. However, the BPUM program
is effective in having an impact on the consumption of micro-enterprises households in the very poor category
because it is able to increase household per capita expenditure, although it is still unable to get them out of
poverty. This study suggests the need for precise targeting of the BPUM program at very poor micro-enterprises
households and provided with a larger amount of assistance, in order to get micro-enterprise households out of
poverty.

Keywords: BPUM, PSM, micro-enterprises, household consumption, poverty

Mentari Wahyuningsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UniversitasTrisakti) dan Samuel Fery Purba (Pusat Riset
Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

THE INFLUENCE OF FISCAL BALANCED FUNDS ON ECONOMIC GROWTH IN THE DISTRICTS OF WEST
JAVA PROVINCE
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 161-170

Abstract

The Government of Indonesia has changed the posture of the 2020 State Budget during the Covid-19. It is
planned that the state expenditure budget, which was originally IDR 2.540,4T, will increase to IDR 2.613,8T,
including additional spending for handling the Covid-19 of IDR 255.110T. APBN which estimated at IDR 2.233T,
has decreased to IDR 1.760T. This study aims to analyze the DAU, DBH, DAOP, DAOK and DD have influence on
GRDP per capita in the Districts of West Java Province. The research method is panel data regression analysis,
which consists of time series for 2018-2021 and cross-sectional in 16 districts in West Java Province. Secondary
data from the DJPK, Ministry of Finance and BPS. The results of this study indicate that the DBH, DAOK, and
DD have effects on economic growth in the districts of West Java Province. DAU and DAOP have no effect on
economic growth. This condition was affected by the Covid-19, which has changed the posture of the income
and expenditure budget in the APBN and 2020 West Java APBD. Some allocation funds, including the DAU, were
diverted to DAOK funds for handling Covid-19 so that the spread of the virus does not increase and is under
control.

Keywords: General Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Village Fund, economic growth, Covid-19
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Agustari Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan Azis Muslim (Dosen Studi Islam,
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

MINIMIZING ENVIRONMENTAL CONFLICT DUE TO OFFSHORE TIN MINING (STUDY OF THE
IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION RZWP3K IN BANGKA BELITUNG)
JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 171-190

Abstract

The Provincial Government of Bangka Belitung Islands has designed a Zoning Plan for Coastal Areas and Small
Islands (RZWP3K) under Regional Regulation No. 3 of 2020, ratified in the Plenary Session of The Regional
Legislative Council of Bangka Belitung. However, this regional requlation hasn’t adequately reduced conflicts
arising from offshore tin mining. This paper will evaluate RZWP3K’s enactment through a qualitative descriptive
research method and socio-legal research approach, integrating it with field realities. This study employs
primary data from direct observation and secondary data from literature reviews. It delves into not just policy
content and execution, but also the responses of stakeholders. The merits and drawbacks of Regional Regulation
RZWP3K’s formulation in terms of tin mining zoning in coastal areas, economic ramifications, and socio-
ecological repercussions are discussed. Findings reveal the government’s attempt to oversee marine resource
usage in coastal zones and small islands through three stages: socialization, implementation, and monitoring.
Zoning is segregated into four regions, each assigned varying roles and functions. The study identifies four factors
impeding regional regulation execution, originating both internally and externally.

Keywords: conflict, environtment, offshore tin mining, RZWP3K

Rahmad Budiaji (Setjen DPR RI), Reza Pirgianta Ginting (Pemerintah Kota Binjaildan Asropi
(Politeknik STIA LAN, Jakarta)

IMPLEMENTATION OF POLICIES AND ACHIEVEMENT OF THE STATE CIVIL APPARATUS
PROFESSIONALISM INDEX MEASUREMENT AT THE SECRETARIAT GENERAL OF THE HOUSE OF
REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

JEKP, Vol. 14, No. 2, DESEMBER 2023, hal. 191-201

Abstract

Measurement of the state civil apparatus (ASN) professionalism index is an important part of efforts to
improve bureaucracy and human resources. This article discusses how the policy is implemented and ASN
professionalism index is achieved at the Secretariat General of the DPR RI. The research method used is a
qualitative approach by collecting primary and secondary data. The results show that ASN professionalism index
at the Secretariat General of the DPR Rl in 2022 is in the low category. This is caused by incompetence in three
of the four dimensions of ASN professionalism index, namely qualifications, competence, and performance. The
dimension of discipline is close enough to optimal results. This article also analyzes the implementation of ASN
professionalism index measurement policy by using a model that considers aspects of policy content and policy
context. The low achievement of ASN professionalism index at the Secretariat General of the DPR Rl in terms of
policy content is caused by a lack of resources support and planning needed to improve employee qualifications
and competencies. In terms of policy context, a faster and more systematic response is needed to increase
professionalism and achieve the vision of a professional Secretariat General of the DPR RI.

Keywords: state civil apparatus, policy implementation, ASN professionalism index
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